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Abstrak: Transaksi online merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang memberikan
kemudahan dan keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun, transaksi online juga menimbulkan berbagai
permasalahan hukum, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan
hukum ekonomi terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online di Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber informasi di internet, seperti undang-undang, peraturan, jurnal, artikel,
dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi online di Indonesia masih
belum optimal, karena masih terdapat celah hukum, ketidaksesuaian antara hukum dan realitas, serta rendahnya
kesadaran hukum dan tanggung jawab dari pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan perlunya
peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi, penegakan hukum yang efektif, serta edukasi dan advokasi bagi pelaku
usaha dan konsumen dalam transaksi online.

Kata Kunci: transaksi online, perlindungan konsumen, hukum ekonomi
Abstract: Online transactions are a form of information technology development

that provides convenience and benefits for businesses and consumers. However,
online transactions also raise various legal issues, especially related to consumer
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protection. This research aims to examine the economic law review of consumer
protection in online transactions in Indonesia. The research method used is
descriptive analytical method with normative juridical approach. The data used is
secondary data obtained from various sources of information on the internet, such as
laws, regulations, journals, articles, and reports. The results show that consumer
protection in online transactions in Indonesia is still not optimal, because there are
still legal gaps, discrepancies between law and reality, and low legal awareness and
responsibility of business actors and consumers. This research recommends the need
to improve the quality and quantity of requlations, effective law enforcement, as well
as education and advocacy for businesses and consumers in online transactions.

Keywords: online transactions, consumer protection, economic law

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,
transaksi online memberikan banyak keuntungan bagi
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masyarakat umum, terutama dalam hal berbelanja. Masyarakat tidak perlu lagi
mengunjungi lokasi penjual secara fisik untuk memilih dan membeli barang dan jasa; yang
mereka butuhkan hanyalah perangkat elektronik yang terhubung ke internet, seperti
komputer, laptop, tablet, dan ponsel pintar (Andriansyah & Maizaroh, 2023). Selain
kecepatan, efisiensi, dan pilihan produk yang banyak, transaksi online juga berpotensi
meningkatkan kesejahteraan konsumen (Akhmaddhian & Agustiwi, 2016).

Namun demikian, transaksi online bukannya tanpa kelemahan dan bahaya, yang
mungkin terbukti merugikan konsumen (Handriani, 2020). Berbagai macam kerugian dan
bahaya yang ada, meliputi ketidaksesuaian, ketidakpuasan, ketidakpastian, dan
ketidakamanan. Ketidakpastian berkaitan dengan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu
pengiriman produk dan layanan yang dibeli secara online, yang mungkin menyimpang
dari jaminan penjual (Hidayah, 2021). Ketidakamanan berkaitan dengan perlindungan dan
pemeliharaan privasi dan keamanan informasi pribadi, keuangan, dan transaksi konsumen,
yang dapat dieksploitasi oleh entitas jahat. Ketidakpuasan konsumen berkaitan dengan
tantangan dan biaya yang terkait dengan pengajuan keluhan, pengaduan, atau tuntutan
terkait produk atau layanan yang gagal memenuhi persyaratan kualitas atau standar yang
telah diantisipasi (Kamal et al., 2018; Khairunnisa, 2021). Ketidaksesuaian berkaitan dengan
perbedaan yang muncul antara produk atau layanan yang diterima pelanggan dan yang
dipamerkan vendor melalui media online, termasuk deskripsi, video, atau gambar.

Kemunculan hukum ekonomi dapat dikaitkan dengan pesatnya ekspansi dan
kemajuan ekonomi global. Untuk menjamin bahwa kemajuan pembangunan ekonomi tidak
mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat, kerangka hukum ini dibuat untuk
mengawasi dan membatasi kegiatan ekonomi (Mulyadi, 2017; Nugraha & Mukhtar, 2015).
Hukum ekonomi, sebagaimana diuraikan oleh Rochmat Soemitro, adalah sekumpulan
norma yang dipersonifikasikan oleh masyarakat yang diberlakukan oleh badan-badan
pemerintahan untuk mengendalikan kegiatan ekonomi agar tidak bertentangan dengan
kepentingan masyarakat. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hukum dan peraturan
umum yang mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari di Indonesia dikenal
sebagai hukum ekonomi Indonesia (Ranto, 2019; N. Sari, 2018). Banyak jenis kegiatan
ekonomi yang berbeda yang tercakup dalam hukum ekonomi. Beberapa bagian dari
ekonomi diatur oleh hukum dan peraturan, sedangkan yang lainnya tidak diatur atau
belum pernah diatur. Berbagai macam topik yang berkaitan dengan interaksi antara hukum
dan kegiatan ekonomi tercakup dalam hukum ekonomi.

Pengaturan pemerintah atas berbagai kegiatan ekonomi merupakan ciri khas hukum
ekonomi (R. Sari, 2019). Distribusi manfaat pembangunan yang efisien dan adil bagi
masyarakat dapat dicapai melalui tujuan ekonomi, tetapi perilaku sewenang-wenang di
antara para pelaku ekonomi dapat terjadi karena kurangnya tindakan atau campur tangan
negara. Penggunaan hukum ekonomi dapat mencegah pihak yang kuat bertindak
sewenang-wenang terhadap pihak yang lemah. Hukum ekonomi diharapkan efektif dalam
menjamin pertumbuhan ekonomi yang adil (Suharnoko, 2016; Yani, 2023). Karena hukum
ekonomi memberi tahu orang-orang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh
dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, hukum ekonomi yang baik
mendorong kemajuan ekonomi. Sejumlah faktor dapat menghambat pembangunan
ekonomi, termasuk birokrasi yang berlebihan yang menghambat investasi, persaingan yang
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tidak sehat di antara para pelaku ekonomi, dan kurangnya kejelasan dalam hukum karena
prinsip-prinsip hukum yang tidak jelas. Perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan swasta dalam negeri,
dan organisasi internasional (Kim, 2022). Negara dapat menghadapi tantangan dalam
menarik investor asing atau peserta asing jika hukum ekonominya gagal mendorong
pembangunan ekonomi. Undang-undang ekonomi yang tidak memadai dapat
menghalangi investor asing untuk melakukan investasi di suatu negara (Vilarifio, 2018).

Semua tindakan yang diambil untuk menjamin pemenuhan hak dan penyediaan
bantuan serta keamanan bagi saksi dan korban adalah bagian dari perlindungan hukum.
Restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan pendampingan hukum merupakan bentuk
perlindungan hukum yang mungkin didapatkan oleh korban kejahatan sebagai bagian dari
perlindungan masyarakat (King, 2019; Martinez-Martin, 2018). Perlindungan yang
diberikan kepada individu oleh hukum melalui tindakan preventif dan represif yang
dikomunikasikan secara lisan dan tertulis. Sebagai pengulangan, tujuan hukum adalah
untuk memastikan perdamaian, manfaat, keadilan, ketertiban, dan kepastian; namun
demikian, perlindungan hukum dapat dilihat sebagai konsepsi otonom dari tugas-tugas ini.

Oleh karena itu, melindungi kepentingan konsumen selama transaksi online
merupakan masalah penting dan signifikan yang menuntut perhatian. Semua inisiatif
masyarakat, pemerintah, dan perusahaan yang bertujuan untuk menetapkan undang-
undang perlindungan konsumen bersama-sama dikenal sebagai perlindungan konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur
perlindungan terhadap transaksi online (Youn, 2021). Mengenai pengaturan dan
perlindungan konsumen dalam transaksi online, kedua undang-undang tersebut masih
memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, seperti bahasa yang ambigu, hukuman yang
tidak merata, standar yang tidak konsisten, dan penegakan hukum yang tidak efisien.

Salah satu strategi potensial untuk mengatasi kekurangan dan kerentanan ini adalah
dengan mengadopsi kerangka kerja hukum ekonomi (Pang, 2021). Hukum ekonomi adalah
disiplin ilmu yang menyelidiki interaksi antara hukum dan ekonomi, dengan fokus khusus
pada regulasi, perlindungan, dan pemberdayaan pelaku ekonomi, termasuk konsumen.
Sejumlah prinsip diterapkan dalam hukum ekonomi, seperti efisiensi, keseimbangan,
keadilan, dan kesejahteraan. Evaluasi dan analisis terhadap perlindungan konsumen dalam
transaksi online dapat dilakukan dengan menggunakan kacamata hukum ekonomi, yang
mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan konteks tersebut, beberapa hal berikut ini mendasari penelitian ini adalah
sejauh mana hukum ekonomi di Indonesia mengevaluasi perlindungan konsumen dalam
transaksi online. Tinjauan hukum ekonomi terhadap perlindungan konsumen Indonesia
dalam transaksi online merupakan fokus dari penelitian ini, yang berusaha untuk
memahami dan mengevaluasinya (Warwick, 2018). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk menawarkan ide dan solusi untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam
industri ini (Gerofke, 2018).

Pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder yang
relevan, peraturan perundang-undangan, makalah, dan literatur, akan digunakan untuk
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menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian ini (Madsen, 2020). Dengan
menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi, penelitian ini akan mengevaluasi dan
mengkritisi kebijakan perlindungan konsumen dan regulasi Indonesia yang berkaitan
dengan transaksi online (Pizzolante, 2018). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
dampak yang signifikan terhadap bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum
ekonomi dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini juga akan membantu
meningkatkan kualitas dan efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi online di
Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggabungkan
analisis hukum ekonomi dan pendekatan yuridis normatif. Memeriksa dan menentukan
apakah hukum yang berlaku dan doktrin hukum konsisten dengan nilai-nilai hukum yang
dimaksudkan merupakan metode penelitian hukum normatif. Dengan melakukan analisis
komparatif terhadap standar hukum yang berlaku saat ini dan standar hukum yang
diinginkan, pendekatan yuridis normatif menawarkan rekomendasi dan kritik untuk
penyempurnaannya. Dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi seperti biaya,
insentif, efisiensi, dan kesejahteraan, analisis hukum ekonomi mengevaluasi konsekuensi
dan konsekuensi dari undang-undang terhadap perilaku manusia.

Data yang sudah ada, dan bukan mengumpulkan informasi baru, dikenal sebagai data
sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, jurnal, artikel, laporan, dan statistik,
digunakan dalam penelitian ini. Karena berkaitan dengan topik penelitian, tersedia, dan
dapat memberikan gambaran umum tentang masalah yang diteliti, data sekunder ini
dipilih. Selanjutnya, teknik analisis isi diterapkan pada data sekunder ini untuk
mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan konsep, makna, dan tema
yang ada di dalam data.

Hasil dan Pembahasan

Transaksi online merupakan perkembangan teknologi informasi yang memfasilitasi
pertukaran produk dan layanan dengan kenyamanan dan kecepatan yang lebih baik.
Banyak platform elektronik, termasuk situs web, aplikasi, email, media sosial, dan pasar,
yang memfasilitasi transaksi online. Transaksi online memberikan banyak manfaat,
termasuk perluasan penetrasi pasar, pengurangan biaya operasional, variasi produk yang
luas, dan peningkatan kenyamanan konsumen.

Namun, ada banyak bahaya yang terkait dengan transaksi online, termasuk penipuan,
pembayaran yang tidak aman, pengiriman barang yang tidak tepat, kerusakan produk,
pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran privasi (Procter, 2019). Oleh karena itu, melindungi
kepentingan konsumen selama transaksi online sangat penting untuk memastikan
kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan semua pihak. Bidang studi yang terkait
dengan perlindungan konsumen dalam transaksi online adalah hukum ekonomi, yang
mengatur interaksi antara ekonomi dan sistem hukum, di samping konsekuensi sosial dari
hubungan ini.
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Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi

Bidang hukum ekonomi mengkaji interaksi antara sistem hukum dan ekonomi, di
samping konsekuensi sosial yang timbul dari interaksi ini. Tujuan hukum ekonomi adalah
mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta, efisiensi dan keadilan,
serta pertumbuhan dan kesejahteraan secara harmonis. Keseimbangan ini sangat penting
untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berkembang. Sebagai contoh,
hukum ekonomi dapat mengatur persaingan yang tidak sehat, monopoli, dan kartel, yang
merugikan konsumen, produsen, dan pihak-pihak lain. Selain itu, hukum ekonomi
memiliki kapasitas untuk menjatuhkan sanksi atau insentif yang sesuai untuk mendorong
perilaku ekonomi yang inovatif, bertanggung jawab, dan efisien. Selain itu, berfungsi
sebagai alat untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengatur operasi ekonomi, termasuk
yang dilakukan oleh entitas pemerintah dan swasta. Tujuan dari mekanisme ini adalah
untuk menegakkan stabilitas ekonomi, akuntabilitas, dan transparansi. Sebagai gambaran,
hukum ekonomi dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga
keuangan, bisnis, dan individu yang terlibat dalam perekonomian (Barkatullah, 2018).
Selain itu, hukum ekonomi dapat menetapkan protokol yang ditentukan untuk dipatuhi
ketika terjadi perselisihan, konflik, atau pelanggaran hukum terkait kegiatan ekonomi.

Hukum ekonomi mencakup beragam bidang hukum, termasuk hukum sektoral,
hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum konstitusional, dan hukum
internasional.

Untuk mencegah dan menangani konflik yang mungkin timbul dari hubungan antara
perusahaan dan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen menetapkan aturan
untuk hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Hukum yang diberlakukan untuk
melindungi pelanggan dari bisnis yang terlibat dalam praktik yang tidak adil, tidak jujur,
atau merugikan juga berfungsi untuk meningkatkan standar untuk semua barang dan jasa
yang dijual. Barang dan jasa mungkin diwajibkan oleh undang-undang perlindungan
konsumen untuk mematuhi standar tertentu, seperti kesesuaian, memberikan informasi
yang akurat dan komprehensif, dan memastikan kesehatan dan keselamatan (Bongomin,
2020). Beberapa hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan
konsumen adalah sebagai berikut: kemampuan untuk memilih, akses terhadap informasi,
kemampuan untuk mengajukan keluhan, akses terhadap ganti rugi, dan akses terhadap
perlindungan hukum.

Tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha
beroperasi di pasar yang jujur dan terbuka dengan mengatur hubungan mereka satu sama
lain dan dengan melarang perilaku apa pun yang dapat merusak tujuan ini. Pembangunan
ekonomi, kreativitas, dan efisiensi adalah tujuan akhir dari undang-undang persaingan
usaha. Sebagai contoh, perusahaan dapat melanggar hukum persaingan usaha jika mereka
membuat perjanjian yang mempersulit bisnis lain untuk bersaing, termasuk namun tidak
terbatas pada penetapan harga, pangsa pasar, atau boikot (Chawla, 2021). Selain itu, hukum
persaingan usaha dapat melarang pelaku usaha untuk terlibat dalam praktik-praktik yang
bersifat predatoris atau diskriminatif, dumping, atau pemangsaan, yang dapat dianggap
sebagai penyalahgunaan posisi dominan.
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Peraturan yang mengatur perdagangan lintas batas dan hubungan ekonomi antar
negara diatur oleh hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional
dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi, integrasi, dan kerja sama antar
negara. Hukum perdagangan internasional dapat, misalnya, menetapkan prinsip-prinsip
yang mengatur perdagangan yang wajib ditegakkan oleh negara-negara, termasuk tetapi
tidak terbatas pada nondiskriminasi, perlakuan nasional, perlakuan yang sama, dan
transparansi. Mekanisme penyelesaian sengketa untuk perdagangan internasional juga
dapat ditentukan dalam hukum perdagangan internasional, termasuk arbitrase, mediasi,
dan panel.

Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online di
Indonesia

Banyak sekali peraturan hukum umum dan khusus yang mengatur perlindungan
konsumen dalam konteks transaksi online di Indonesia. Sebagai peraturan hukum umum,
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berfungsi sebagai kerangka
kerja legislatif utama untuk perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga-lembaga
perlindungan konsumen, larangan-larangan bagi pelaku usaha, hak dan tanggung jawab
konsumen dan pelaku usaha, standar barang dan jasa yang layak, serta kewajiban-
kewajiban pelaku usaha, semuanya diuraikan dalam UUPK. Selain itu, UUPK juga
menjatuhkan sanksi administratif dan pidana kepada pelaku usaha.

Transaksi online di Indonesia terutama diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertimbangan hukum transaksi elektronik,
perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, sanksi pidana, tanda tangan
elektronik, sertifikasi elektronik, penyelenggara sistem elektronik, serta informasi dan
dokumen elektronik, semuanya diatur dalam UU ITE.

Untuk lebih memastikan keamanan pembeli online, undang-undang berikut ini
melengkapi UU ITE dan UUPK: Perdagangan elektronik diatur oleh hukum umum,
prinsip-prinsip panduan, tujuan, dan ruang lingkup UU Perdagangan No. 7 Tahun2014.
Selain itu, kewajiban dan hak pembeli dan penjual diatur dalam undang-undang ini.
Terakhir, Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 mengatur penggunaan sistem dan
transaksi elektronik. Penyelenggara sistem elektronik, sertifikat, transaksi, dan
perlindungan konsumen diatur dalam peraturan ini, bersama dengan peraturan umum,
pengawasan, dan sanksi. Selain itu, isu-isu yang disebutkan di atas dikendalikan oleh
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019, yang merinci prosedur untuk menerapkan sistem
perdagangan elektronik, siapa yang dapat mengatur sistem tersebut, bagaimana konsumen
dapat dilindungi ketika berdagang online, dan siapa yang dapat mengawasi dan memberi
sanksi terhadap operasi tersebut. Peraturan No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis
Perlindungan Konsumen pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah dokumen
resmi yang mengatur penggunaan sistem elektronik untuk transaksi komersial, termasuk
kewajiban pelaku usaha dan penyelenggara, hak dan tanggung jawab konsumen, dan tata
cara penyelesaian sengketa (Wang, 2020). Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang
dibahas di atas, jelaslah bahwa Indonesia memiliki sistem yang mapan untuk melindungi
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pembeli internet. Meskipun demikian, masih ada sejumlah kendala dan potensi pemulihan
yang harus dipertimbangkan selama pelaksanaannya.

Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi
Online di Indonesia

Transaksi online merupakan sebuah perkembangan dalam teknologi informasi dan
komunikasi yang menawarkan keuntungan dan kemudahan bagi entitas komersial dan
konsumen. Namun, terdapat risiko dan tantangan yang unik pada pembelian online,
terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah
sebuah inisiatif untuk memastikan bahwa layanan dan barang dijual kepada pelanggan
dengan cara yang memenuhi persyaratan hukum untuk kualitas, keamanan, dan kepatuhan
terhadap kontrak. Mengurangi dan menyelesaikan konflik yang dapat merugikan
konsumen dan pelaku usaha adalah tujuan lain dari perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen menjadi semakin penting dan mendesak dalam konteks
transaksi online, karena adanya atribut-atribut unik yang membedakan transaksi online
dengan transaksi tradisional. Karena sifat transaksi online yang tidak berwujud, ciri-ciri
transaksi online adalah sebagai berikut yaitu pembeli dan penjual tidak pernah bertemu
secara langsung, barang dan jasa yang dibeli oleh pembeli tidak dapat diraba, dilihat, atau
diuji. Selanjutnya, transaksi online difasilitasi oleh penyedia sistem elektronik, termasuk
pasar, platform, aplikasi, dan situs web (Botta, 2019). Penyedia sistem elektronik ini
menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk menghubungkan pelaku
usaha dengan konsumen. Pihak ketiga ini dapat menyediakan layanan, berfungsi sebagai
perantara, atau mengelola data. Selain itu, saat melakukan pembelian secara online, Anda
biasanya akan diminta untuk memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor
telepon, email, dan nomor kartu kredit. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait
keamanan dan privasi data. Informasi pribadi konsumen rentan terhadap penyalahgunaan,
pencurian, dan penyalahgunaan di tangan entitas yang lalai, termasuk penyedia sistem
elektronik, pelaku usaha, dan lainnya (Graef, 2018). Karakteristik lain yang membedakan
adalah bahwa perdagangan online antara perusahaan dan konsumen yang berada di negara
atau yurisdiksi yang berbeda dikenal sebagai transaksi lintas batas. Hal ini dapat
menimbulkan tantangan dalam memastikan undang-undang yang relevan, sistem
peradilan, dan tempat yang sesuai untuk menyelesaikan potensi konflik.

Dengan adanya karakteristik yang disebutkan di atas, jelaslah bahwa transaksi online
memiliki kemampuan untuk menimbulkan banyak komplikasi hukum yang berkaitan
dengan perlindungan konsumen, termasuk namun tidak terbatas pada (1) Ketidaksesuaian
dalam hal kualitas, kuantitas, spesifikasi, harga, atau jaminan antara barang dan/atau jasa
yang diterima dengan yang dipesan, diiklankan, atau dijanjikan oleh pelaku usaha; (2)
Kehilangan, kerusakan, atau penundaan penyerahan barang dan/atau jasa oleh pihak
pengirim atau pelaku usaha, baik yang diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian, maupun
tindak pidana; (3) Pelaku usaha yang melakukan penipuan, pemalsuan, atau penggelapan,
yang dibuktikan dengan tidak diserahkannya barang dan jasa setelah diterimanya
pembayaran, pemberian barang dan jasa palsu atau bekas, atau penggunaan identitas atau
informasi palsu; (4) Terlibat dalam kegiatan komersial yang melanggar hak kekayaan
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intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan produk dan layanan yang
dibajak, dijiplak, atau ditiru dari karya asli yang dilindungi secara hukum; (5) Contoh-
contoh di mana perusahaan, penyedia sistem elektronik, atau entitas lain melanggar privasi
dan keamanan data pribadi konsumen termasuk pengumpulan, penyimpanan,
pemrosesan, penyebaran, atau penjualan data yang tidak sah, serta kegagalan untuk
melindungi dari akses, perubahan, atau penghapusan yang tidak sah.

Untuk mengatasi masalah hukum ini, sangat penting untuk menerapkan langkah-
langkah perlindungan konsumen yang komprehensif, efisien, dan efektif yang melibatkan
masyarakat, pelaku usaha, penyedia sistem elektronik, lembaga perlindungan konsumen,
dan lembaga pemerintah. Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menghindari
kerugian pada konsumen dan yang bertujuan untuk menghukum mereka yang melakukan
kesalahan terbagi menjadi dua kubu yang berbeda.

Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk melindungi perusahaan dan
pelanggan yang terlibat dalam transaksi online dari potensi masalah hukum melalui
pendidikan, pengawasan, data, dan arahan. Berikut ini adalah contoh-contoh perlindungan
hukum preventif yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran konsumen akan hak dan
tanggung jawab mereka dalam transaksi online, serta saluran yang tersedia untuk
menyelesaikan sengketa, melalui media sosial, kampanye, publikasi, situs web, dan saluran
lainnya. Kemudian, menawarkan saran atau rekomendasi kepada konsumen mengenai cara
bertransaksi online yang aman, nyaman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat
mencakup penyimpanan catatan transaksi, memastikan bahwa legitimasi dan reputasi
pelaku usaha telah diverifikasi, mengevaluasi kualitas barang atau jasa yang diterima, dan
melaporkan atau mengajukan keluhan terkait kerugian atau ketidakpuasan. Penting juga
untuk menekankan perlunya bisnis mematuhi sertifikat kualitas, kode etik, peraturan dan
regulasi yang berlaku, serta standar nasional saat menjalankan bisnis online. Selain itu,
dalam hal kondisi dan jaminan barang dan jasa yang diberikan atau dijual, mereka harus
berterus terang, jujur, dan akurat. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa semua
pihak yang terlibat dalam penyediaan dan penyelenggaraan sistem elektronik mematuhi
semua aturan dan peraturan yang berlaku, serta standar nasional, kode etik, dan sertifikasi
kualitas. Selain itu, penyedia harus memberikan informasi yang akurat, transparan, dan
tulus mengenai infrastruktur dan fasilitas yang digunakan atau ditawarkan untuk transaksi
online. Terakhir, dengan melakukan pengawasan, investigasi, evaluasi, atau survei
terhadap produk dan layanan yang beredar di pasar digital. Memberikan peringatan
kepada pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik yang melanggar peraturan,
standar nasional, kode etik, atau sertifikat mutu yang berkaitan dengan transaksi daring,
serta memberikan peringatan, rekomendasi, atau sanksi administratif.

Perlindungan hukum represif dapat berupa penyelesaian, restitusi, atau penggantian
bagi konsumen yang mengalami kerugian sebagai upaya untuk menyelesaikan
permasalahan hukum atau sengketa yang timbul dalam transaksi online antara pelaku
usaha dan konsumen. Perlindungan hukum represif meliputi, namun tidak terbatas pada,
hal-hal sebagai berikut: penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen
melalui jalur litigasi, khususnya di pengadilan militer, umum, atau agama, sesuai dengan
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forum dan yurisdiksi yang berwenang, dan dengan memperhatikan standar nasional, kode
etik, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi online
yang relevan. Kemudian, ketika konflik muncul antara pelanggan dan pelaku usaha, alih-
alih pergi ke pengadilan, cobalah untuk menggunakan proses seperti mediasi, konsiliasi,
arbitrase, atau negosiasi. Hasilnya harus didasarkan pada apa yang disepakati oleh kedua
belah pihak, apa yang dianggap adil, atau apa yang dianggap dapat diterima secara sosial.
Hal ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan lembaga perlindungan konsumen,
lembaga pemerintah, atau pihak independen untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator,
konsiliator, arbiter, atau negosiator. Selain itu, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, standar nasional, kode etik, atau sertifikat mutu, dan dengan
mempertimbangkan kerugian yang diderita, pelaku usaha berkewajiban, atau para pihak
telah menyepakati, untuk memberikan ganti rugi atau penggantian kepada konsumen yang
mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai akibat dari transaksi online.
Terakhir, dengan menerapkan konsekuensi hukum bagi badan usaha, penyelenggara
sistem elektronik, atau individu lain yang melanggar peraturan perundang-undangan,
standar nasional, kode etik, atau sertifikat mutu yang berkaitan dengan transaksi online.
Tergantung pada tingkat keparahan dan ruang lingkup pelanggaran, menjatuhkan sanksi
administratif, pidana, atau perdata sesuai dengan peraturan, standar nasional, kode etik,
atau sertifikat kualitas yang berkaitan dengan transaksi online.

Simpulan

Meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup komprehensif, beberapa hambatan
dan kemungkinan solusi untuk masalah perlindungan konsumen dalam transaksi online di
Indonesia belum ditelaah secara menyeluruh jika dilihat dari sudut pandang hukum
ekonomi. Karena sifat unik dari transaksi online - ketidakpastian, ketidakamanan,
ketidakpuasan, dan ketidaksesuaian - memastikan konsumen terlindungi dengan baik
merupakan upaya yang menantang. Pendekatan hukum ekonomi dalam mengevaluasi
perlindungan konsumen memberikan sudut pandang yang komprehensif dengan
menggabungkan elemen hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Meningkatkan
perlindungan konsumen dapat dicapai melalui penerapan langkah-langkah pencegahan,
termasuk namun tidak terbatas pada menumbuhkan kesadaran dan pemahaman
konsumen yang lebih besar, memastikan bahwa penyedia sistem elektronik dan bisnis
mematuhi peraturan dan standar, dan melakukan pengawasan terhadap produk dan
layanan yang beredar di pasar digital. Selain itu, sangat penting untuk mengatasi masalah
yang muncul dengan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan
perlindungan hukum yang represif. Memfasilitasi aksesibilitas prosedur peradilan yang
efisien dan mengadvokasi penerapan modalitas penyelesaian sengketa alternatif, termasuk
arbitrase atau mediasi, dapat memberikan konsumen yang dirugikan dengan penyelesaian
yang adil dan cepat. Namun, sangat penting untuk mengakui bahwa hambatan terus
mengganggu penegakan hukum dan implementasi peraturan, termasuk standar yang
ambigu, sanksi yang tidak konsisten, dan definisi yang tidak tepat. Oleh karena itu,
kerangka hukum yang ada harus secara konsisten ditingkatkan dan disempurnakan untuk
mengakomodasi kompleksitas dan dinamika transaksi online. Untuk lebih melindungi
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konsumen di era transaksi online, kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha,
penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat umum dalam meningkatkan
pemahaman, kesadaran, yang paling penting, seperti halnya kepatuhan terhadap semua
peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan melakukan tinjauan hukum
ekonomi, dapat diperoleh perspektif yang holistik dan terpadu untuk menjamin integritas,
keamanan, dan kesejahteraan konsumen dalam bertransaksi secara online di Indonesia.
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